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INTISARI

Untuk menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pcmilikan tanah,
faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikaa Karena itu
masalah pengukuran danpemetaan serta pengadaan petaberskalabesar untuk keperluan
penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan
merupakan bagian yang penting yang perlu mendapat perhatian yang serius dan
saksama Oleh karena itu ketersediaatmya di Kantor-kantor Pertanahan mutlak
diperlukan, sehingga didalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah peta-peta tersebut
dapat dimanfaatkan sebagai saranadalam usahapencapaian tujuan pendaftaran tanah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam skripsi ini perumusan
masalahnya adalah : Bagaimana ketersediaan peta-peta pendaftaran tanah di Kantor
Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Bagaimana pemanfaatan peta-peta pendaftaran tanah
yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, dan Kendala-kendala apa yang
dihadapi dalam pengadaan peta-peta pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Gorontalo. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan
gambaran mengenai ketersediaan peta-peta pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Gorontalo, untuk mengetahui pemanfaatan peta-peta pendaftaran tanah yang
dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo , dan untuk mengetahui
kendala-kendalayang dihadapi dalam pengadaan peta-petapendaftaran tanah di Kantor
Pertanahan Kabupaten Gorontalo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptip dan
dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan
observasi. Selanjutnya teknik analisa yang digunakan adalah analisa deskriptip dan
analisatabulasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: a). Peta-peta Pendaftaran
Tanah yang ada atau tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo yaitu jenis
PetaDasar Teknik berjumlah 33 lembar di buatpada skala 1 : 5000 dan 1 : 10.000
yang meliputi 59 Desa/Kelurahan pada 12 Kecamatan atau 25,54 % dari jumlah
seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Gorontalo. Dan jenis Peta Pendaftaran
berjumlah 672 lembar yang dibuat pada Skala 1 : 1000, 1 : 2000 dan 1 : 10.000 yang
meliputi 110 Desa/Kelurahan atau 47,62 % dari jumlah Desa/Kelurahan yang ada;
b).Pemanfaatan peta-peta Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten
Gorontalo untuk menunjang tugas danfungsi Kantor pertanahan seperti : Pembebasan
tanah, Pemberian hak atas tanah, Penegasan hak/Konversi/Pengakuan hak,
Pemisahan/Penggabungan hak, SKPT, Salinan GU/GS, dan Rekonstruksi batas;
c). Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan/pembuatan peta-peta pendaftaran
tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo yaitu Ketersediaan sumber daya
manusia yang kurang memadai, kurangnya jumlah dan jenis peralatan teknis yang ada,
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tanah merupakan unsur kebutuhan vital manusia dan makhluk hidup pada

umumnya, sehingga memiliki peranan penting dalam proses kehidupan. Oleh karena

itu, pengelolaan tanah harus diatur secara cermat dan tepat, karena secara fisik

tanah adalah tempat mencari naflcah, tempat mendirikan rumah dan tempat

berdirinya sarana-sarana umum.

Mengingat pentingnya peranan tanah dalam kehidupan dan penghidupan

manusia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), dalam pasal 19 ayat 1 dan

2 disebutkan:

(1) Untuk menjamm kepastian hukom oleh pemerintah diadakan Pendaftaran
Tanahdi semruh wilayahRepnblik Indonesia mennrnt ketentaan-ketentuan
yangdiaturdengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran Tanah tersebut dalam ayat 1pasal inimehputi:
a. Pengukuran,Pemetaan dan Pembnknan Tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihanhak-hak tersebut;
c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

Sebagai tindak lanjut dari pasal 19 tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Isi dari



Peraturan pemerintah ini merupakan penjabaran garis besar dari pelaksanaan pasal

19 ayat (2), dimana antara lain disebutkan bahwa untuk melaksanakan Pendaftaran

Tanah tersebut di perlukan Pengukuran, Pemetaan danPembukuan Tanah.

" Denganadanya Pendaftaran Tanah ini barulah dapat dijamin hak seseorang
diatas tanah, pihak ketigapun secara mudah dapat mehliat hak-hak atau
beban-beban apa yang terletak diatas sebidang tanah ."(Sudargo Gautama,
1987:47)

Dengan terselenggaranya Pendaftaran Tanah diharapkan semua bidang tanah

yang ada dalam suatu desa/ kelurahan dapatterukur danterpetakan dalamsuatu peta

yang mempunyai kekuatan pembuktian, dalamartiandapat menjamin kepastian letak,

batas, bentuk, dan luas serta dapat direkontruksi / dapat ditetapkan kembali

dilapangan. Sehingga dapat mengurangi sengketadi bidang pertanahan.

Pada penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah antara lain disebutkan :

Guna menjamm kepastian hokum dibidang penguasaan dan pemilikan tanah,
faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan,
dari pengalamanmasa lahi cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai
akibat letak dan batas bidang tanah tidak benar. Karena itu masalah
pengukuran dan pemetaan serta pengadaan peta berskala besar untuk
keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak
boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang pertu mendapat
perhatianyang serins dan saksama, bukan hanya dalam rangka pengumpulan
data penguasaan tetapi juga dalam penyajian data penguasaan / pemilikan
tanah dan penyiapan data.

Sebagaimana kita ketahui bahwa peta-peta Pendaftaran Tanah banyak

menvimpan dan merangkum data-data aktual dari bidang-bidang tanah yang



dipetakan, seperti luas tanah, letak tanah, batas tanah, nomor bidang tanah / nomor

identifikasi bidang tanah ( NIB ), dan tanda alam lainnya serta data-data lain yang

penting. Mengingat banyaknya data yang dapat dirangkum dalam peta, maka

ketersediaannya di Kantor-kantor Pertanahan mutlak diperlukan, sehingga didalam

penyelenggaraan Pendaftaran Tanah, peta-peta tersebut dapat dimanfaatkan sebagai

saranadalamusahapencapaiantujuan pendaftaran tanah.

Memperhatikan artipentingnyapeta, Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo

dengan keterbatasan yang dimiliki berusaha menyediakan peta-peta pendafataran

tanah untuk dimanfaatkan dalammenunjang penyelenggaraan pendaftaran tanah. Hal

inidapat dilihat dari kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilaksanakan selama ini,

pada kegiatan pengukuran dan pemetaan telah dihasilkan banyak peta-peta

pendaftaran tanah. Namun peta-peta pendaftaran tanah yang dihasilkan tersebut

belum mencakup seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Gorontalo dan

keberadaan peta-petayang dihasilkan tersebut tidak dikelola dengan baik, dimana

hal ini tentunyamenyebabkan pemanfaatan peta-petatersebuttidakmaksimal.

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

denganjudul;

" Inventarisasi Ketersediaan dan Pemanfaatan Peta - Peta Pendaftaran

tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara *.



B. Rumusan Permasalahan.

Berdasarkan uraian yang telah penyusun sampaikan pada latar belakang

permasalahan diatas, maka untuk mengetahui masalah lebih lanjut mengenai peta-

peta pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo penulis

merumuskan masalahsebagai berikut:

1. Bagaimana ketersediaan peta-peta pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan

Kabupaten Gorontalo?

2. Bagaimana pemanfaatan peta-peta pendaftaran tanah yang ada di Kantor

Pertanahan Kabupaten Gorontalo?

3. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pengadaan peta-peta pendaftaran

tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo?

C. Pembatasan Masalah.

Mengingat keterbatasan penyusun dari segi waktu, tenaga, dan biaya, maka

penyusun merasa perlu untuk membatasi lingkup penelitian mengenai ketersediaan

peta-peta pendaftaran tanah yang diteliti yaitu peta-peta sebagaimana yang dimaksud

dalam PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PMNA/KBPN 3/1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah dan peta-peta pendaftaran tanah yang sudah ada sebelum tahun



1997 yang oleh PP 24/1997 dan PMNA/KBPN 3/1997 tidak dihapus dan masih

dipergunakan oleh Kantor PertanahanKabupaten Goronatlo.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai ketersediaan peta-peta pendaftaran

tanahyangada di Kantor PertanahanKabupaten Gorontalo.

2. Untuk mengetahui pemanfaatan peta-peta pendaftaran tanah yang di laksanakan

di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan peta-peta

pendaftaran tanah di Kantor PertanahanKabupaten Gorontalo

2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Diharapkan akan berguna sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dalam rangka mengelola dan

mengembangkan administrasi pertanahan khususnya dibidang pengukuran dan

pendaftaran tanah.

2. Untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang peta - peta pendaftaran

4nnnn



BAB VI

PENUTUP

A.Kesimpulan

Dari keseluruhan yang penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu dapat

ditarik kesimpulansebagai berikut:

1. Peta-peta Pendaftaran Tanah yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten

Gorontalo yaitujenis PetaDasar Teknik berjumlah 33 lembar di buat pada skala

1: 5000dan 1 : 10.000 yang meliputi 59 Desa/Kelurahan pada 12 Kecamatan

atau 25,54 % dari jumlah seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Gorontalo.

Dan jenis Peta Pendaftaran berjumlah 672 lembar yang dibuat pada Skala

1 : 1000, 1 : 2000 dan 1 : 10.000 yang meliputi 110 Desa/Kelurahan atau

47,62% dari jumlahDesa/Kelurahan yang ada

2. Pemanfaatan peta-peta Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten

Gorontalo untuk menunjang tugas dan fungsi Kantor Pertanahan, seperti :

1). pembebasan tanah; 2). pemberian hak atas tanah; 3). penegasan hak /

Konversi / Pengakuan hak; 4). pemisahan / penggabungan hak; 5). SKPT;

Salinan GU/GS; 7). rekonstruksi batas.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan/pembuatan peta-peta

pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo yaitu Ketersediaan
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sumber daya manusia yang kurang memadai, kurangnya jumlah dan jenis

peralatan teknis yang ada, fasilitas/ruang kantor yang kurang mendukung,

ketersediaan anggaranyangterbatas/kurang

B. Saran

1. Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan dalam rangka pengadaan/pembuatan

peta-peta Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo agar

lebih di tingkafkan lagi secara bertahap dan terns menerus, terutama untuk

Desa/Kelurahan yangbelumada peta-petaPendaftaran Tanah.

2. Untuk mengatasi Kendala-kendala yang ada, sebaiknya Kantor Pertanahan

Kabupaten Gorontalo mengadakan evaluasi dan koreksi terhadap segalahalyang

ada, seperti peningkatan kinerja dari sumber daya manusia yang ada,

penambahan jenis dan jumlah peralatan pengukuran dan pemetaan, pengaturan

dan penambahan ruangan kerja, dan mengusahakan sumber dana/pembiayaan

bukan hanya dari APBN tetapi juga dari sumber lain misalnya dari APBD

ataupun swadaya masyarakat
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